
 
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 
KANTOR UNIT PENYELENGGARA 

BANDAR UDARA KELAS III LETUNG ANAMBAS 
Bukit Padi 

Kec.Jemaja Timur 
Kode Pos 29792 

Telp 
Fax 

Sms Center 

: 
: 
: 

TLX 
E-mail 

Web-Site 

: ………… 
: upbuletung.anambas@gmail.com 
: ………… 

 
 

Nomor : KU.401/0062/X/UPBU-LTG/2024                                Bukit Padi, 03 Oktober 2024 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Hal : Permintaan Laporan Pelaksanaan 
   Kegiatan yang dibiayai SBSN Triwulan III 
   Tahun 2024 

 
Yth.       Direktur Jenderal Perhubungan Udara 
              di 
              Jakarta 
 
Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Nomor 
KU.204/2/12/DJPU.BAGKEU-2024 tanggal 02 Oktober 2024 perihal Permintaan Laporan Pelaksanaan 
Kegiatan yang dibiayai SBSN Triwulan III Tahun 2024. 
 
Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor UPBU Letung menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang 
dibiayai SBSN Triwulan III (terlampir). 
 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 
 

 
                    Mengetahui 
                    Kepala Kantor UPBU Letung  

 
 
 
 

          Andy Hendra Suryaka, ST., MM 
          NIP. 19791020 200212 1 002 

 

 

 

 

      

 
        Tembusan: 

1. Direktur Bandar Udara 
2. Kepala Bagian Keuangan Sesditjen 

 



LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBSN) 

PERIODE: TRIWULAN III TAHUN 2024 
 
 
 

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN JUMLAH TAHUN PEMBIAYAAN : Tahun Tunggal, Tahun ke-1 dari -2023 Tahun 

UNIT ORGANISASI : Ditjen Perhubungan Udara NOMOR & TANGGAL DIPA : SP DIPA- 022.05.2.649046/2024 - 24 November 2023 

PROGRAM : Program Infrastruktur Konektivitas NILAI DIPA AWAL : 25,000,000,000 

PROPINSI : KEPULAUAN RIAU NILAI DIPA REVISI : 25,000,000,000 

KABUPATEN/KOTA : KAB. ANAMBAS NOMOR REGISTER : S0220524 

KODE/NAMA SATKER 
 
 
I. PENYERAPAN KEUANGAN 

: KANTOR UPBU LETUNG 
  

 
 

NO 
 

KEGIATAN 
 

URAIAN PEKERJAAN 
 

NOMOR & TGL 

KONTRAK 

 
TGL AKHIR 

KONTRAK 

 
PAGU 

 
Pagu 

 
NILAI KONTRAK 

 
Nilai Kontrak 

REALISASI KONTRAK 
S.D 

 
TAHUN SEBELUMNYA 

 
PENYERAPAN KEUANGAN 

 
SISA PAGU 

 
SISA KONTRAK 

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV JUMLAH PROGRES (%) 

1  Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi 
Pengawasan Pengembangan Bandar Udara 
Letung Tahap II 

PL.107/003/III/PPK/LTG-2024, 04-03 
-2024 

29-10-2024 787,905,000 787,904,640 - 157,580,928 260,008,530 291,524,716 - 709,114,174 90.00 78,790,826 78,790,466 

2  Pelaksanaan Pengembangan Bandar Udara 
Letung Tahap II 

PL.107/001/I/PPK/LTG-2024, 11-01- 
2024 

06-10-2024 24,212,095,000 24,212,095,000 - 9,361,054,000 9,361,054,000 4,279,382,250 - 23,001,490,250 95.00 1,210,604,750 1,210,604,750 

JUMLAH 25,000,000,000 24,999,999,640 - 9,518,634,928 9,621,062,530 4,570,906,966 - 23,710,604,424  1,289,395,576 1,289,395,216 

 

II. PERKEMBANGAN FISIK 
 

 
NO 

 
KEGIATAN 

 
URAIAN PEKERJAAN 

 
NOMOR & TGL KONTRAK 

 
TGL AKHIR KONTRAK 

 
NILAI KONTRAK PROGRES CAPAIAN FISIK (%) 

S.D TAHUN 
SEBELUMNYA 

S.D TRIWULAN I S.D TRIWULAN II S.D TRIWULAN III S.D TRIWULAN IV 

1 Pelaksanaan Pengembangan Bandar Udara Letung 
Tahap II 

Kumulatif Realisasi Minggu ke-38 (Periode 23 September s.d 29 September 2024) 
Pelaksanaan Pengembangan Bandar Udara Letung Tahap II adalah 99,093 %. 

PL.107/001/I/PPK/LTG-2024, 11-01-2024 06-10-2024 24,212,095,000 - 29.94 77.66 99.09 - 

2 Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi 
Pengawasan Pengembangan Bandar Udara Letung 
Tahap II 

Kumulatif Realisasi Minggu ke-38 (Periode 23 September s.d 29 September 2024) 
Pengawasan Pengembangan Bandar Udara Letung Tahap II adalah 99,093 %. 

PL.107/003/III/PPK/LTG-2024, 04-03-2024 29-10-2024 787,904,640 - 20.00 77.66 99.09 - 

 
III. KENDALA/PERMASALAHAN & STATUS TINDAK LANJUT 

 
NO KEGIATAN URAIAN PEKERJAAN MASALAH YANG MEMPENGARUHI JADWAL DAN PENYERAPAN SEJAK STATUS TINDAK LANJUT TARGET WAKTU PENYELESAIAN PIHAK TERKAIT 

 
 
 
 

Bukit Padi, 03 Oktober 2024 
Kepala Satuan Kerja 

 
 

 
UUD NASRUDIN, S.E. 
NIP. 197303041995011001 









KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI II, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3500841; FAKSIMILE (021) 34834635; LAMAN www.djppr.kemenkeu.go.id

Nomor : S-5/PR/PR.8/2024 18 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Permintaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai SBSN Triwulan III Tahun 
2024

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

yang dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana diamanatkan pada:

1. Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 (PP Nomor 16 Tahun 2023) tentang

Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

2. Pasal 31 s.d. Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138 tahun 2023 tentang

Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah

Negara;

bersama ini kami mengharapkan agar setiap Pemrakarsa Proyek menyampaikan hal-hal sebagai

berikut:

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan III tahun 2024 sesuai format laporan yang terdapat

pada Sistem Aplikasi e-Monev SBSN. Laporan tersebut agar dapat disampaikan kepada kami

paling lambat tanggal 10 Oktober 2024. Dalam hal terdapat revisi Rencana Penarikan tahun

2024, agar kiranya dapat dilampirkan bersama laporan tersebut;

2. Laporan Penyelesaian Pekerjaan Proyek untuk kegiatan yang telah selesai dilaksanakan

agar disampaikan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan

dan Risiko paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran pelaksanaan

keseluruhan proyek berakhir;

3. Laporan penyelesaian pekerjaan Kegiatan/Proyek tersebut pada angka 2 setidaknya memuat:

a) salinan berita acara serah terima pekerjaan; dan

b) salinan pengajuan usulan penetapan status penggunaan proyek yang mengacu pada

ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan Barang Milik Negara.

Dalam rangka mempercepat pengiriman laporan tersebut di atas, kiranya softcopy

laporan tersebut dapat disampaikan melalui email ke alamat: monev.djppr@kemenkeu.go.id.

Demikian  disampaikan,  atas  perhatian  dan  kerja  sama  yang  baik  kami  ucapkan  terima 

kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Risiko
Direktur Evaluasi, Akuntansi dan 
Setelmen

  Ditandatangani secara elektronik
Endah Martiningrum

http://KOPSURAT
http://ALAMAT
http://ALAMAT
http://S-5/PR/PR.8/2024
http://SIFAT
http://LAMPIRAN
http://PERIHAL
http://PERIHAL
mailto:monev.djppr@kemenkeu.go.id
http://PENANDATANGAN
http://PENANDATANGAN
http://PENANDATANGAN
http://PENANDATANGAN
http://PEJABAT
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Tembusan:
1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
11. Direktur Pembiayaan Syariah

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan
elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF



Lampiran Surat Nomor S-5/PR/PR.8/2024
Tanggal @Tanggal ND

Daftar Pemrakarsa Proyek selaku pelaksana kegiatan yang menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan triwulan III tahun 2024:

1. Kementerian Perhubungan

a. Direktur Jenderal Perkeretaapian

b. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

c. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

d. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

e. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Direktur Jenderal Bina Marga

b. Direktur Jenderal Sumber Daya Air

c. Direktur Jenderal Cipta Karya

3. Kementerian Agama

a. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

b. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

c. Direktur Jenderal Pendidikan Islam

4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a. Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

a. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan

b. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

6. Kementerian Pertanian

a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

b. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

c. Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian

7. Kementerian Pertahanan

a. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan

b. Asrenum Panglima TNI

c. Kepala Badan Sarana Pertahanan

d. Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran (Waasrena) Kepala Staf Angkatan Darat

e. Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran (Waasrena) Kepala Staf Angkatan Laut

f. Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran (Waasrena) Kepala Staf Angkatan 

Udara

8. Kepolisian RI

a. Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) Kepolisian Negara 

Republik Indonesia

9. Kementerian Perindustrian

a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian 

Perindustrian

10. Badan Keamanan Laut

a. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut

11. Kejaksaan Republik Indonesia

a. Jaksa Agung Muda Pembinaan

12. Badan Kepegawaian Negara



a. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara

13. Badan Pusat Statistik

a. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik

14. Badan Riset dan Inovasi Nasional

a. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi



       
 
Nomor : AU.107/001/IV/UPBU-LTG/2024 Bukit Padi, 22 Mei 2024 
Lampiran : 2 (satu) berkas  
Perihal : Tindak Lanjut Temuan Prasarana Bandar 

Udara Letung TA 2023 
 

 
 
Yth.  Direktur Bandar Udara 
di 
Tempat 
 
 
1. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Prasarana Bandar udara di Bandar Udara 

Letung nomor BA.047/III/PPK/UPBU-LTG/2024 tanggal 22 Maret 2024. 
 
2. Sehubung dengan butir 1 (satu) di atas disampaikan Tindak Lanjut Temuan 

(TLT) pelaksanaan inspeksi hasil Pekerjaan Pengembangan Bandar Udara 
Letung Tahun Anggaran 2023.  

 
3. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima 

kasih. 
 
 
 
 
 
  

 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

KANTOR UNIT PENYELENGGARA  
BANDAR UDARA KELAS III LETUNG ANAMBAS  

Bukit Padi  
Kec.Jemaja Timur  
Kode Pos 29792  

Telp  
Fax 
Sms Center  

:   
:   
:  

TLX 
E-mail 
Web-Site  

: ………… 
: upbuletung.anambas@gmail.com 
: ………… 

KEPALA KANTOR 
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA 

KELAS III LETUNG - ANAMBAS 
 
 
 
 
 

ANDY HENDRA SURYAKA, ST., MM 
Pembina (IV/a) 

NIP. 19791020 200212 1 002 

owner
Rectangle



 
 
 
 
 
 

A. PRASARANA SISI UDARA 

N

O 
CATATAN SARAN 

STA

TUS 
KETERANGAN TINDAK LANJUT 

I. PEMERIKSAAN DOKUMEN  

1. Data quality 

control belum 

lengkap 

Agar 

dilengkapi PTP 

Due date :  

sebelum dioperasikan 

 

Data quality control terlampir 

2. Gambar as 

built drawing 

lengkap 

 

- - -  

II

. 
PEMERIKSAAN FISIK 

 

1. Konfigurasi 

jarak marka 

threshold 

belum sesuai 

standar 

Agar diperbaiki 

sesuai standar 

 

Reff : 

PR 21 Tahun 

2023 subbag 

5.2.4 

PTP 

 

Due date : 

22 Mei 2024 

Telah dilakukan perbaikan sesuai 

standar 

 

 

2. Saat ini marka 

pada area 

perpanjangan 

runway hanya 

ada marka 

centerline, 

threshold RW 

07, dan 

sebagian 

runway side 

strip. 

Saat 

pengoperasian 

perpanjangan 

runway, agar 

konfigurasi 

marka runway 

termasuk turn 

pad dilengkapi 

dan 

disesuaikan 

PTP 

Due date : 

22 Mei 2024 

Telah dilakukan pekerjaan 

pengecatan marka aiming point, 

touchdown zone, side strip 

Lampiran I : Tindak Lanjut Temuan 

Nomor : AU.107/001/IV/UPBU-LTG/2024 

Tanggal : 22 Mei 2024 

 

 

owner
Rectangle



N

O 
CATATAN SARAN 

STA

TUS 
KETERANGAN TINDAK LANJUT 

dengan 

standar 

 

Reff : 

PR 21 Tahun 

2023 subbag 

5.2 

 

 

 
 

 
 

3. Masih terdapat 

beda tinggi 

antara 

permukaan 

bahu dengan 

pemukaan 

runway > 200 

mm  

- Permukaan 

bahu/strip 

yang 

berbatasan 

dengan 

Runway 

harus sama 

tinggi dengan 

permukaan 

Runway dan 

kemiringan 

melintangny

a tidak 

melebihi 2,5 

persen 

- Perlu 

dilakukan 

penimbunan 

dan perataan 

dengan 

material 

PTP 

 

Untuk perbaikan beda tinggi sudah 

termasuk dalam pekerjaan 

Pengembangan Bandar Udara 
Letung Tahap II Tahun Anggaran 

2024 Pekerjaan Normalisasi 

Runway Strip 

 

 
 

 
 



N

O 
CATATAN SARAN 

STA

TUS 
KETERANGAN TINDAK LANJUT 

sesuai 

ketentuan 

 

Reff : 

- KP 326 

Tahun 2019 

subbag. 

3.2.3 

- KP 14 Tahun 

2021 

subbag. 3.3-

1.3 

 
 

Due date : 

22 Mei 2024 

 

4. Terdapat 

tambalan 

(patching) yang 

kurang 

pemadatannya 

sehingga 

permukaannya 

bergelombang 

Tambalan agar 

dibongkar dan 

diperbaiki 

sesuai metode 

perbaikan 

 

Reff : 

- KP 94 Tahun 

2015 

subbag. 

4.2.10 

PTP 

 

 

 

Due date : 

22 Mei 2024 

Telah dilakukan perbaikan 

 

 

 



N

O 
CATATAN SARAN 

STA

TUS 
KETERANGAN TINDAK LANJUT 

5. Permukaan 

perkerasan di 

area 

sambungan 

runway sekitar 

STA 1+400 

terdapat 

penurunan  

Agar 

dilakukan 

perbaikan dan 

perataan di 

area yang 

mengalami 

penurunan 

 

Reff : 

KP 94 Tahun 

2015 subbag 

4.2.13 

PTP 

 

Due date : 

22 Mei 2024 

Telah dilakukan perbaikan 

 

 

6.  Masih terdapat 

material sisa 

pekerjaan 

pada area 

runway strip 

Agar segera 

dilakukan 

pembersihan 

OBS 

 

Telah dilakukan pembersihan 

material 

 
 

 
Catatan : 

- PTP : Pemberitahuan tidak terpenuhinya Peraturan (Non Compliance Notification/NCN), temuan tidak 
dipenuhinya (non compliance) peraturan, persyaratan atau standar, yang dapat menurunkan standar 
atau berpotensi menyebabkan masalah keselamatan yang signifikan, dan yang membutuhkan tindakan 
korektif untuk diselesaikan dalam kerangka waktu yang disepakati 

- OBS : Observasi merupakan temuan yang bersifat minor tetapi dapat berkontribusi terhadap tidak 
terpenuhinya ketentuan peraturan 

  



B. PRASARANA SISI DARAT 

N

O 
CATATAN 

SARAN / 

TINDAK 

LANJUT 

STA

TUS 
KETERANGAN / 

DOKUMENTASI 
TINDAK LANJUT 

A

. 

Pemeriksaan Dokumen  

1. Dokumen as 

built drawing 

sudah lengkap 

- - - 

 
 

 

B

. 

Pemeriksaan Fisik  

1. Bangunan Terminal Penumpang  

a.  Area pick-up 

dan drop zone: 

- Troli, 

alokasi 

tempat 

troli, 

bumper rail 

untuk area 

troli baik 

keberangka

tan 

maupun 

kedatangan 

belum 

tersedia 

Agar dipasang 

 

Ref: 
Skep 

347/XII/1999 

buku 1 bab III 
 

R 

 

 

 

Troli sudah dalam pemesanan, saat 
ini sedang dalam perjalanan 

b.  Toilet Difabel 

- Belum 

terdapat 

emergency 

button 

/tombol 

darurat 

Agar dipasang 

 

Ref: 

- Permen 

PUPR 14 

tahun 

2017 

- PP No. 36 

tahun 

2005 

M 

 

Due date :  

22 Mei 2024 

Telah dilakukan pemasangan 

emergency button / tombol darurat 

 



N

O 
CATATAN 

SARAN / 

TINDAK 

LANJUT 

STA

TUS 
KETERANGAN / 

DOKUMENTASI 
TINDAK LANJUT 

 

c. g Papan nama 

ruang atau 

area/Room 

Naming belum 

tersedia pada 

semua 

ruangan dan 

juga area 

servis dan M/E 

seperti janitor, 

ruang panel 

CCTV dan 

ruang security 

di dalam 

gedung 

terminal 

penumpang 

Agar 

disediakan 

papan nama 

ruang 

 

Ref: 

KM 22 tahun 

2005 

 

M 

 
Due date: 

22 Mei 2024 

Telah dilakukan pemasangan nama 

ruang 

 

 

d. h Evakuasi 

Darurat: 

1) rambu titik 

kumpul/m

uster point 

belum 

terpasang. 

1) Lengkapi 

rambu titik 

kumpul 

2) Lengkapi 

denah 

jalur 

evakuasi 

M  
 

 

 

Due date: 

22 Mei 2024 

Telah dilakukan pemasangan 
rambu titik kumpul dan jalur 

evakuasi 



N

O 
CATATAN 

SARAN / 

TINDAK 

LANJUT 

STA

TUS 
KETERANGAN / 

DOKUMENTASI 
TINDAK LANJUT 

2) belum 

terdapat 

denah jalur 

evakuasi 

pada 

bangunan 

 

pada 

bangunan 

 

Ref: 

- Permen 

PUPR 26 

th 2008 

- Permen 

PUPR 14 

th 2017 

 

 

 
 

e. l Nursery dan 

Mushola 

1) Ruang 

nursery 

perlu 

untuk 

tidak 

transparan

, memiliki 

kunci, 

dilengkapi 

dengan 

wastafel, 

1) Agar 

dilengkapi 

kebutuhan

nya dan 

dicek 

penghawaa

nnya. 

2) Agar 

dipenuhi 

kelengkapa

nnya 

 

M  Telah melengkapi kebutuhan 

nursery dan musholla 

 



N

O 
CATATAN 

SARAN / 

TINDAK 

LANJUT 

STA

TUS 
KETERANGAN / 

DOKUMENTASI 
TINDAK LANJUT 

dispenser, 

menyediak

an stop 

kontak, 

meja ganti 

popok dan 

kelengkapa

n lainnya, 

serta dicek 

penghawaa

nnya (AC). 

2) Musholla 

perlu 

berfungsi 

baik dan 

lengkap 

peralatann

ya serta 

terdapat 

anti-slip 

mat dan 

rak sepatu.  

 

Ref: 

Skep 
347/XII/1999 

buku 1 bab III 

Skep 
347/XII/1999 

buku 1 bab IV 

bagian 3a. 

PP 109/2012 

 

 
 

Due date: 

22 Mei 2024 

 

 

f.  Belum ada 

ramp barang di 

area 

penanganan 

bagasi di kerb 

sisi udara 

Agar 

dilengkapi 

ramp  

 

 

 

Ref: 

Skep 
347/XII/1999 

buku 1 bab III 

 

M 

 

Due date: 

22 Mei 2024 

Ramp sedang dalam pembuatan 



N

O 
CATATAN 

SARAN / 

TINDAK 

LANJUT 

STA

TUS 
KETERANGAN / 

DOKUMENTASI 
TINDAK LANJUT 

g.  Keseluruhan 

bangunan 

membutuhkan 

pembersihan 

secara 

keseluruhan 

dan agar selalu 

dijaga 

kebersihannya 

Segera 

dilakukan 
pembersihan 

dan perapian 

 
 

Ref: PR 11 

tahun 2023 

 

R 

 

 

Telah dilakukan pembersihan 

 

2. Lain-lain  

a. c Untuk 

infrastruktur 

pendukung 

(jalan akses, 

parkir, jalan 

operasi, jalan 

servis dan 

drainase) : 

- Jalan akses 

bandara 

kondisi 

baik. 

- Parkir 

depan 

terminal 

rencananya 

dikerjakan 

tahun ini 

(2024).  

- Terdapat 

bangunan 

Avsec yang 

letaknya 

berpotensi 

mengurang

i kapasitas 

parkir 

kendaraan 

terminal 

penumpang 

dan 

menghalan

Memastikan 

kapasitas 

parkir 

terminal 

mencukupi 

(sesuai 

rencana) dan 

mengalokasik

an relokasi 

bangunan 

avsec bila 

dirasa perlu 

dan 

memungkinka

n. 

 

 

 

Ref: 

Skep 

347/XII/1999  

buku V  

 

R 

 

 

Untuk lahan parkir sudah 
termasuk dalam pekerjaan 

Pengembangan Bandar Udara 

Letung Tahap II Tahun Anggaran 
2024 Pekerjaan Pembuatan Parkir 

dan Land Scape 

 
 



N

O 
CATATAN 

SARAN / 

TINDAK 

LANJUT 

STA

TUS 
KETERANGAN / 

DOKUMENTASI 
TINDAK LANJUT 

gi tampak 

bangunan 

terminal 

penumpang

. 

 

b. e Rambu dan 

marka jalan 

belum 

terpasang 

untuk 

memudahkan 

wayfinding 

menuju ke 

area terminal. 

 

Agar dipasang. R 

 

 

 

Rambu dan marka jalan sedang 

dalam pemasangan 

 
- Mandatori adalah temuan yang harus ditindaklanjuti untuk memenuhi standar 

keselamatan dan pelayanan penerbangan 

- Rekomendasi adalah temuan yang disarankan untuk ditindaklanjuti guna meningkatkan 

kinerja pengoperasian. 

 



owner
Typewriter
Lampiran II   : Tindak Lanjut Temuan
Nomor          :  AU.107/001/V/UPBU-LTG/2024
Tanggal        :  22 Mei 2024
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       MENTERI PERHUBUNGAN

       KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR SK. 859 TAHUN 2023

       TENTANG
   KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

         KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan
dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor  15 Tahun 2019;
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022;
5.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 253 Tahun 2022;
6.  Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.

Memperhatikan : Persetujuan teknis  Kepala  Badan Kepegawaian Negara  Nomor  AI-12015003099 tanggal  17-02-
2023;

M E M U T U S K A N
Menetapkan

KESATU

:

:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

terhitung  mulai  tanggal  01-04-2023 dinaikkan  pangkatnya  menjadi
Pengatur Tingkat I golongan ruang  II/d,   dengan masa kerja golongan  12 Tahun 4 Bulan, dan
diberikan  gaji  pokok  sebesar Rp.  2.716.000 ditambah  dengan  penghasilan  lain  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

KETIGA

:

:

Apabila  dikemudian  hari  ternyata  terdapat  kekeliruan  dalam  keputusan  ini,  akan  diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya. 

Asli Keputusan  ini  diberikan  kepada  yang  bersangkutan  untuk  diketahui  dan  dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Kepala KPPN TANJUNG PINANG.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Maret 2023
a.n.  MENTERI PERHUBUNGAN

        

   #

        MOCHAMAD HARYOKO, ST
                            196504221996031001

 

Kepala BAGIAN SUMBER DAYA 
MANUSIA DAN ORGANISASI,

        

 1.   Nama : ENUR HASANAH
 2.   Tempat dan Tanggal Lahir : SUBANG, 02-07-1979
 3.   NIP : 197907022010122002
 4.   Pendidikan : SMU IPA
 5.   Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt : Pengatur / II/c / 01-04-2019
 6.   Jabatan : PETUGAS SENIOR AVSEC
 7.   Unit Kerja : KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS 

III LETUNG - ANAMBAS
 8.   Instansi Induk : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN











KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT BENDAHARA

Nomor Register : BNT-07359/191/554/2023

Dengan ini menyatakan bahwa

ENUR HASANAH

NIP 197907022010122002

Telah memiliki kompetensi sebagai Bendahara Pengeluaran dan berhak menyandang sebutan 

Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT)

Sertifikat dan sebutan BNT ini berlaku untuk : 5 (lima) Tahun

Jakarta, 14 Desember 2023
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Ditandatangani secara elektronik

Astera Primanto Bhakti 
NIP 196801201992011003



DAFTAR STANDAR KOMPETENSI BENDAHARA

1. KEU.0001.001.01 Menjalankan Sistem Pengarsipan Dokumen Keuangan Negara Terkait 
Pengelolaan Kebendaharaan

2. KEU.0001.002.01 Mengoperasikan Aplikasi Dasar Komputer

3. KEU.0001.003.01 Mengoperasikan Aplikasi-Aplikasi Keuangan Untuk Bendahara

4. KEU.0001.004.01 Melakukan Komunikasi Efektif

5. KEU.0001.005.01 Menerapkan Peraturan dan Kebijakan Bidang Keuangan Negara Terkait 
Pengelolaan Kebendaharaan

6. KEU.0001.006.01 Menjelaskan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Negara 
Terkait Pengelolaan Kebendaharaan

7. KEU.0002.201.01 Mengelola Uang Persediaan

8. KEU.0002.202.01 Menguji Surat Perintah Bayar (SPBy) Belanja Non-Pegawai

9. KEU.0002.206.01 Melaksanakan Pembayaran Kepada yang Berhak Sesuai Dengan Persyaratan

10. KEU.0002.207.01 Melaksanakan Pemotongan/Pemungutan Pajak

11. KEU.0002.208.01 Menyetorkan Potongan/Pungutan Pajak

12. KEU.0002.209.01 Menyetorkan PNBP Umum

13. KEU.0002.210.01 Menyetorkan Pengembalian Belanja

14. KEU.0002.211.01 Menyusun Laporan Pemotongan/Pemungutan Pajak

15. KEU.0002.212.01 Membukukan Transaksi Belanja Non-Pegawai

16. KEU.0002.213.01 Mengelola Rekening Bendahara Pengeluaran

17. KEU.0002.214.01 Menatausahakan Transaksi dan Dokumen/Bukti-Bukti Pembayaran

18. KEU.0002.215.01 Menatausahakan Surat-Surat Berharga

19. KEU.0002.216.01 Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara 
Pengeluaran

20. KEU.0002.217.01 Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran





































BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI KELAS III TAREMPA

Jl. Hang Tuah No. 10, Tarempa 29791 Telp : (0772) 31296
Email : stamet.tarempa@bmkg.go.id

Nomor : e.B/PL.02.00/002/KTRP/VII/2026 Tarempa, 10 Juli 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : Permohonan Penggunaan Sementara

  BMN Berupa Tanah di Bandara Letung

Yth. Kepala Kantor UPBU Bandara Letung
di

Tempat

Berkaitan dengan penggunaan lahan untuk keperluan operasional pelayanan informasi

meteorologi penerbangan di Bandara Letung dan berpedoman pada PMK Nomor 40 Tahun

2024  tentang  Tata  Cara  Penggunaan  Barang  Milik  Negara,  maka  bersama  ini  kami

mengajukan permohonan  Penggunaan Sementara BMN berupa Tanah milik Kementerian

Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Berikut kami sampaikan dasar penggunaan tanah tersebut :

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

menyatakan pasal 29 ayat 1 s.d 3 bahwa pemerintah wajib menyediakan pelayanan

meteorologi, klimatologi dan geofisika sebagaimana dimaksud terdiri atas informasi

dan jasa.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Stasiun Meteorologi  Kelas  III  Tarempa adalah UPT BMKG di  wilayah Kabupaten

Kepulauan  Anambas  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  melakukan  pengamatan,

pengumpulan, penyebaran data, pengolahan, analisis dan prakiraan di dalam wilayah

tanggung  jawabnya  serta  pelayanan  jasa  meteorologi  termasuk  didalamnya

meteorologi  penerbangan  dan  publik.  Keberadaan  Stasiun  Meteorologi  Kelas  III

Tarempa di Bandara Letung untuk memberikan informasi meteorologi penerbangan

guna mendukung operasional bandara dan keselamatan penerbangan.

c. Kondisi Eksisting

Pada tahun 2016 sejak dimulainya operasional Bandara Letung, BMKG menggunakan

sebidang  tanah  yang  merupakan  aset  BMN  dari  UPBU  Bandara  Letung  untuk

keperluan penempatan peralatan AWOS (Automated Weather Observing System).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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2. Jangka Waktu Penggunaan

a. Penggunaan sementara atas BMN berupa tanah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak

permohonan disetujui sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Menteri Keuangan

Republik Indonesia.

b. Stasiun  Meteorologi  Kelas  III  Tarempa  tidak  akan  merubah  luasan  dan

memindahtangankan aset BMN tersebut.

3. Data Aset BMN berupa tanah yang digunakan

Aset BMN berupa tanah milik UPBU Bandara Letung yang digunakan untuk penempatan

peralatan AWOS (Automated Weather Observing System) seluas ± 22.4 m2 berlokasi di

Bandara Letung.

 Demikian kami sampaikan, atas  perhatian dan kerjasamanya kami  ucapkan terima

kasih.

Kepala UPT

${ttd}

Samuel Sutanto Sidauruk

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Utama BMKG;

2. Kepala Kantor KPKNL Batam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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LOKASI ASET BMN

Keterangan :

       = Lokasi AWOS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI KELAS III TAREMPA

Jl. Hang Tuah No. 10, Tarempa 29791 Telp : (0772) 31296
Email : stamet.tarempa@bmkg.go.id

 

SURAT PERNYATAAN

Nomor: e.B/PL.03.00/001/KTRP/VII/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Sutanto Sidauruk, S.Tr

NIP : 198611112010121001

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/ III.d

Jabatan : Kepala Stasiun

Satuan Kerja : Stasiun Meteorologi Kelas III Tarempa

Menyatakan bahwasanya :

1. Bersedia untuk mengamankan BMN berupa tanah dibawah kewenangan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara;

2. Mempergunakan  BMN  tersebut  sesuai  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  dari  Stasiun

Meteorologi Kelas III Tarempa;

3. Tidak memindahtangankan aset BMN tersebut ke pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 10 Juli 2026

Kepala UPT

       ${ttd}

Samuel Sutanto Sidauruk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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7. Keputusan ...

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466jKMK.01j2018
tentang Pedornan Penetapan Pelimpahan Kewenangan
Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di
Lingkungan Kementerian Keuangan;

tentang
Republik

Lembaran

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara j Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246jPMK.06j2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 87 jPMK.06j2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246jPMK.06j2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik
Negara;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara
dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pengguna Barang;

b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab
menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia;

MENTERI KEUANGANREPUBLIKINDONESIA,

PENETAPANSTATUSPENGGUNAANBARANGMILIKNEGARA
PADAKEMENTERIANPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA

TENTANG

MENTERIKEUANGAN
REPUBLIKINDONESIA

SALINAN

KEPUTUSANMENTERI KEUANGANREPUBLIKINDONESIA
NOMOR 373jKM.6jWKN.03jKNL.04j2019

Mengingat

Menimbang



Salinan ...

Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara Tanah
danj atau Bangunan berupa 9 (sembilan) bidang Tanah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik
Negara pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud
dalam diktum PERTAMAseluruhnya sebesar Rp4.81 1.928.400,00
(empat miliar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh
delapan ribu empat ratus rupiah).

Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang
Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang
Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara
pada Pengelola Barang.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dapat melakukan
pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah
mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan
pera turan perundang -undangan.

Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas
optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara
yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan
Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KEMENTERIANPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA.

MEMUTUSKAN:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
PM 71 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang
dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;

2. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas
III Dabo Singkep Nomor: PL.0.01j06jXljDS-2019 tanggal11
November 2019 hal Permohonan Penetepan Status
Penggunaan Barang Milik Negara pada Kantor UPBU Dabo
Singkep Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781jKMK.01/2019
tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam
Bentuk Mandat Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara;

-2 -

KETUJUH

KEENAM

KELIMA

KEEMPAT

KETIGA

KEDUA

PERTAMA

Menetapkan

Memperhatikan



SUMARSONO

Ttd.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 4 Desember 2019

a.n. MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
KEPALAKANTORPELAYANANKEKAYAAN
NEGARADAN LELANGBATAM,

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan RI;
4. Direktur Barang Milik Negara, DJKN;
5. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi,

DJKN;
6. Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan

Kepulauan Riau;
(2) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo

Singkep;
8. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam;

-3 -
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A. Indikator Laging 

SPI-Laging SPT-Target Sumber data 

Runway Excursion dengan 

Airport Contribution 

Penurunan tren rata-rata 5 tahun 

berjalan dengan Target Tahun 

2026 harus kecil dari 0,0000 

Rasio rata-rata kejadian 

tahun 2021 s.d 2025 

Runway Incursion Category 

A dan B dengan Airport 

Contribution 

Penurunan tren rata-rata 5 tahun 

berjalan dengan Target Tahun 

2026 harus kecil dari 0,0000 

Rasio rata-rata kejadian 

tahun 2021 s.d 2025 

 

B. Indikator Leading  

High-Risk 
Category 

SPI - Leading SPT - Target Sumber data 

Runway 

Excursion 

1. Airport Facilities 

Readiness & Performance 

a. Runway Serviceability; 

b. Runway Performance 

(Pavement, Marka, 

Kekesatan & GRF); 

c. Taxiway Serviceability; 

d. Taxiway Performance 

(Pavement, Marka & 

Water Pounding). 

 

98% Airport Facilities 

Readiness & 

Performance (periode 

monitoring bulanan) 

a. 99% Runway 

Serviceability; 

b. 95% Runway 

Performance; 

c. 99% Taxiway 

Serviceability; 

d. 99% Taxiway 

Performance. 

 

 

1. Civil Airside 

Facilities Report 

a. Checklist 

Inspeksi; 

b. Laporan Uji 

Kekesatan; 

c. Laporan 

pemenuhan Marka; 

d. Dokumen APMS. 

 

 



 2. Airport Equipment 

Readiness 

a. Windshock 

b. Floodlight 

c. Availability of ARFF 

Vehicle 

99% Airport 

Equipment Readiness 

a. 99 % Availability 

b. 99% Serviceability 

c. 99% Availability of 

ARFF Vehicle 

a. Airport Equipment 

Report 

b. Checklist Inspeksi  

 3. Follow Up Runway 

Safety Team Meeting 

30% Realisasi 

Program Kerja 

Runway Safety 

Program (Periode 

monitoring bulanan) 

dengan program kerja 

paling sedikit 

meliputi: 

a. Ketersediaan 

Sumber daya RST 

b. Mitigasi Hazard dan 

Isu Keselamatan 

Operasional Bandara 

c. Identifikasi & 

Informasi Hotspot 

Aerodrome 

a. SK Tim Runway 

Safety Team 

 4. Inspeksi Movement Area 100% Realisasi 

inspeksi movement 

area (Periode 

monitoring bulanan) 

a. Inspeksi Runway + 

Taxiway 

a. Checklist Inspeksi 

Runway 

b. Capaian: 

(Realisasi inspeksi / 

Target Inspeksi) x 

100% 



 5. Safety Awareness 100% Realisasi Safety 

Awareness di Bandara 

(Target Tahunan), 

dengan bentuk 

awareness dapat 

meliputi: 

a. Pelatihan 

b. Sosialisasi  

c. Penyebaran media 

informasi keselamatan 

a. Laporan / 

dokumentasi Safety 

Awareness 

b. Capaian: 

Pelaksanaan 2 kali 

dalam 1 tahun 

Runway 

Incursion 

(Cat. A & B) 

1. Airport Facilities 

Readiness & Performance 

a. Runway Serviceability; 

b. Runway Performance 

(Pavement, Marka, 

Kekesatan); 

c. Taxiway Serviceability; 

d. Taxiway Performance 

(Pavement, Marka & Water 

Pounding). 

 

98% Airport Facilities 

Readiness & 

Performance (periode 

monitoring bulanan) 

a. 99% Runway 

Serviceability; 

b. 95% Runway 

Performance; 

c. 99% Taxiway 

Serviceability; 

d. 99% Taxiway 

Performance. 

 

Civil Airside 

Facilities Report 

a. Checklist 

Inspeksi; 

b. Laporan Uji 

Kekesatan; 

c. Laporan 

pemenuhan Marka; 

d. Dokumen APMS. 

 2. Airport Equipment 

Readiness 

a. Windshock 

b. Floodlight 

93% Airport 

Equipment Readiness 

(periode monitoring 

bulanan) 

a. 99% Availability 

Airport Equipment 

Report 

 



c. Availability of ARFF 

Vehicle 

 

b. 90% Serviceability  

c. 90% Availability of 

ARFF Vehicle 

 3. Safety Awareness 100% Realisasi Safety 

Awareness di Bandara 

(Target Tahunan), 

dengan bentuk 

awareness dapat 

meliputi: 

a.  Pelatihan 

b. Sosialisasi  

c. Penyebaran media 

informasi keselamatan 

Laporan dan/atau 

dokumentasi Safety 

Awareness 

b. Capaian: 

Pelaksanaan 2 Kali 

dalam 1 tahun 

 4. Ground Communication 

Awareness 

Jumlah laporan ground 

uncommunicated tidak 

lebih dari zero 

accident per-tahun 

Laporan dan/atau 

dokumentasi Safety 

Awareness terkait 

Ground 

Communication 

kepada personil yang 

bekerja di area sisi 

udara 

Wildlife 

Hazard 

Wildlife Hazard Management 

Programme 

70% Implementation 

Wildlife Hazard 

Management 

Programme (periode 

monitoring bulanan), 

dengan program kerja 

paling sedikit 

a. SK Komite 

Penanganan bahaya 

satwa liar 

b. Laporan Rapat 

Komite 

c. Capaian: (Jumlah 

Realisasi Program / 



meliputi: 

a. Ketersediaan 

Sumber daya Komite 

Penanganan bahaya 

satwa liar 

b. Mitigasi Hazard dan 

Isu Keselamatan 

bahaya satwa liar 

c. Rekomendasi & 

Solusi penanganan 

bahaya satwa liar 

Jumlah Rencana 

Proker) x 100% 

Ground 

Collision 

Safety Awareness 100% Realisasi Safety 

Awareness Ground 

Collision di Bandara 

(Target Tahunan), 

dengan bentuk 

awareness dapat 

meliputi: 

a. Pelatihan 

b. Sosialisasi  

c. Penyebaran media 

informasi keselamatan 

 

Laporan / 

dokumentasi Safety 

Awareness Ground 

Collision kepada 

Personil 

Foreign 

Object 

Debris 

(FOD) 

Hazard 

1. Inspeksi Movement Area 

 

2. FOD Walk 

1. 100% Realisasi 

inspeksi movement 

area (Periode 

monitoring bulanan) 

a. Inspeksi Runway + 

a. Checklist Inspeksi 

Runway + Taxiway 

b. Checklist Inspeksi 

Apron 

c. Capaian: 



Taxiway 

b. Inspeksi Apron 

 

2. 100% Pelaksanaan 

FOD Walk 

(Realisasi inspeksi / 

Target Inspeksi) x 

100% 

 

Laporan kegiatan 

FOD Walk 
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